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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 
 

NOMOR  04  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
KEPADA PT. BANK JABAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA  BANDUNG, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai 

sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan 
pendayagunaan asset daerah; 

 
 b. bahwa PT. Bank Jabar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta kepemilikan 
sahambya terdiri dari Pemerintah Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten, 
yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung; 

 
 c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan asli daerah 

(PAD) Pemerintah Kota Bandung pada PT. Bank jabar, diperlukan adannya 
tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal; 

 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bank Jabar; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

Daerah Kota  Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang 
Pembentukan Wilayah / Daerah);  

 
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13); 
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 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

   
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

 
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
 
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4493); 

 
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3358); 

  
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

 
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 
 
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang 

Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 02; 

 
 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pendirian 

dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 04); 
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